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Pengantar Editor ...

Agama, hak untuk beragama atau berkeyakinan dan status
penganut agama-agama atau keyakinan merupakan beberapa isu-isu
krusial yang belum tuntas di Indonesia. Meskipun, hingga sekarang,
konsep Negara Indonesia bukan teokrasi, namun pemerintah dan
mayoritas masyarakat masih mengakui pentingnya nilai-nilai agama
untuk mendefinisikan atau bahkan menentukan hak atau kebebasan
apa yang layak untuk diberikan atau ditolak di Indonesia. Salah satu
hak atau kebebasan yang masih menjadi perdebatan di Indonesia adalah
hak untuk beragama atau berkeyakinan. Sebagian masyarakat, terutama
kelompok mayoritas, sudah mendapatkan hak untuk beragamanya.
Namun sebagian yang lain masih belum mendapatkan hak-hak mereka
terutama penganut agama atau keyakinan minoritas. Persoalan
penganut agama atau keyakinan semakin serius ketika bersinggungan
dengan sekte atau aliran minoritas di suatu agama tertentu karena
mayoritas masyarakat menganggap mereka adalah kelompok
menyimpang yang harus disembuhkan atau disingkirkan.

Ketiga persoalan tersebut menjadi semakin serius karena negara
hingga saat ini memberi ruang kepada masyarakat untuk menafsirkan
regulasi-regulasi terkait agama dan hak beragama atau berkeyakinan
menurut versi pemahaman mereka sendiri. Oleh karena itu, regulasi
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mengenai penistaan agama di Indonesia sering disalahgunakan oleh
mayori tas  dan negara  untuk mendiskr iminas i  atau  bahkan
mengkriminalisasi tindakan yang dianggap mengancam ortodoksi
agama, mengganggu kerukunan antarumat beragama maupun
mengganggu stabilitas sosial.1 Mayoritas kasus maupun insiden terkait
penistaan agama yang selama ini terjadi di Indonesia menunjukkan
posisi negara yang lebih cenderung melindungi agama atau hak
beragama dari kelompok mayoritas. Posisi negara juga tidak berubah
ketika terjadi kasus pelanggaran hak beragama dari kelompok
minoritas seperti Kasus Ahmadiyah Cikeusik sehingga menyebabkan
penganut sekte agama atau agama minoritas menjadi korban. Sayangnya,
terminologi “sesat, menyimpang, mengganggu, maupun menghina”
masih mendominasi kebijakan negara sehingga menyebabkan
pelanggaran terhadap hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia
semakin meningkat.2

Era desentralisasi kewenangan yang seharusnya merupakan
kebijakan untuk memeratakan kemajuan di semua aspek kehidupan
masyarakat juga mengalami kemunduran dengan munculnya beragam
kebijakan daerah yang diskriminatif terhadap penganut agama atau
keyakinan tertentu. Salah satu faktor yang diyakini menyebabkan
memburuknya perlindungan dan pemenuhan hak beragama atau
berkeyakinan di banyak daerah tersebut adalah karena pengarusutamaan
moralitas agama telah dijadikan platform politik oleh pemerintah
daerah. Dalam praktiknya, moralitas agama ini banyak menggilas
individu atau kelompok yang dianggap melawan moralitas agama versi
mayoritas. Birokratisasi agama ini semakin memperketat syarat untuk
beragama atau berkeyakinan sehingga mengakibatkan individu/
kelompok minoritas terpaksa melakukan pelanggaran hukum dengan

1 Al khanif, ‘Blaspheming Religion vs Blaspheming Humanity’ The Jakarta Post
(Desember 2016) <https://www.thejakartapost.com/academia/2016/12/23/blas-
pheming-religion-vs-blaspheming-humanity.html> accessed 6 December 2019.

2 Lihat informasi lebih detail di Otto Gusti, ‘Prinsip Kebebasan Beragama atau
Berkeyakinan’ (17 September 2019) <https://mediaindonesia.com/read/detail/
259773-prinsip-kebebasan-beragama-atau-berkeyakinan> accessed 6 December 2019.
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menggunakan bangunan tempat tinggal sebagai tempat ibadah setelah
tidak ada alternatif yang diberikan oleh negara untuk memenuhi hak
beragama mereka.

Berangkat dari keprihatinan terhadap persoalan tersebut, buku
“Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif
Filsafat, Hukum, dan Politik” berusaha menjawab kompleksitas
persoalan hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia melalui
pendekatan interdisipliner. Perspektif filsafat akan mengulas landasan
filosofis pentingnya penghormatan hak asasi manusia, terlebih hak
beragama atau berkeyakinan. Perspektif ini tidak hanya mendiskusikan
norma-norma hak beragama atau berkeyakinan di instrumen
internasional melainkan juga dasar pemikiran penghormatan terhadap
hak hak tersebut di berbagai agama dan budaya masyarakat.

Bagian kedua dari buku ini mengulas kompleksitas hak beragama
atau berkeyakinan di Indonesia melalui pendekatan hukum. Salah
satunya adalah dengan mengkritisi saksi ahli di persidangan yang
seringkali justru tidak membela korban pelanggaran atau para pihak
yang dianggap melakukan penghinaan terhadap agama. Bagian ini juga
membahas regulasi terkait penodaan agama dan dampaknya terhadap
individu/kelompok minoritas maupun yang dianggap melakukan
penghinaan terhadap agama (mayoritas). Penulis juga menyajikan
argumentasi pentingnya mencabut atau tidak memberlakukan regulasi
tersebut melalui pendekatan hukum dan hak asasi manusia. Bab
terakhir secara khusus menghadirkan perspektif politik terkait
menguatnya populisme moralitas agama yang dianggap mengancam
ruang demokrasi dan berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak
beragama atau berkeyakinan. Untuk mendukung argumentasi tersebut,
bagian terakhir di buku ini menyajikan kontestasi antara mayoritas
dan minoritas untuk memberikan gambaran terkait kompleksitas
pemenuhan hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku ini tentu bukan berasal
dari pemikiran instan melainkan dihasilkan melalui skema riset yang
lumayan lama. Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS)
Universitas Gadjah Mada, bersama dengan The Asia Foundation dan
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LYBHI Jakarta yang berinisiatif untuk mendanai riset terkait
Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (KBB). Tanpa kerja keras
ketiganya, terutama Dr. Zaenal Abidin Bagir (CRCS), Asfinawati
(YLBHI), dan Renata Arianingtyas (The Asia Foundation), tulisan-
tulisan dalam buku ini tentu mustahil dapat dikumpulkan dan
diselesaikan. Upaya ketiga lembaga ini untuk mendukung penelitian
terkait KBB sangat layak untuk diapresiasi karena masih terbatasnya
penelitian terkait tema tersebut di kalangan akademisi.

The Centre for Human Rights, Multiculturalism and Migration
(CHRM2) Universitas Jember melihat kerja keras peneliti dan
Lembaga donor tersebut harus diketahui oleh masyarakat luas. Oleh
karena itu, CHRM2 Universitas Jember merasa mempunyai kewajiban
untuk menawarkan skema penerbi tan sebagai  upaya untuk
menyebarluaskan hasil penelitian dari para penulis. Gagasan-gagasan
yang terdapat di dalam buku ini harus dibaca oleh masyarakat luas
agar mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih baik terkait
fenomena hak beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Tentu buku ini bukan akhir dari semuanya. Kami berharap akan
terbit buku-buku sejeni s lainnya di masa mendatang untuk
memberikan narasi yang lebih akurat terkait hak beragama atau
berkeyakinan di Indonesia.

Jember, 7 Desember 2019

Tim editor
Al Khanif & Dina Tsalist Wildana
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Pengantar Penerbit ...

Perkembangan diskursus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
(KBB) di Indonesia seolah tiada pernah mengalami kondisi surut.
Setiap tahunnya selalu ada kebaruan dalam menangkap fenomena
KBB, baik melalui pendekatan dalam melihat realitas sosial masyarakat
ataupun yang berkaitan dengan polemik penegakan hukum.

Melihat kondisi objektif persoalan KBB tentu bisa melalui banyak
bidang cabang ilmu pengetahuan. Namun, kebebasan beragama dan
berkeyakinan bukan sekadar realitas alamiah. Adanya beragam kasus
dan konflik yang mengatasnamakan agama dan mengabaikan prinsip-
prinsip hak asasi manusia tidak datang secara tiba-tiba, pasti ada sebab
di belakangnya dan pasti ada faktor yang mendukung terjadinya
konf lik .  Sebaliknya,  selama posi si  kebebasan beragama dan
berkeyakinan dipandang secara antagonistik maka yang dibutuhkan
bukanlah sekadar menghitung banyaknya kasus, tetapi mulai dengan
menggagas kelompok-kelompok kritis yang bergerak di ranah bina
damai (peace building).

Untuk mengurai beragam silang sengkarut di sosial masyarakat
era kiwari maka pertama-tama diperlukan pendedahan di ranah
filosofis. Perspektif filosofis dikedepankan karena memungkinkan
pembaca bisa menangkap bagaimana diskursus mula-mula terjadi dan
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hingga bagaimana perkembangannya. Selain, dengan perspektif
filosofis, perspektif hukum menjadi sudut yang menarik dalam
meninjau secara yuridis dari implementasi Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999. Perspektif lain yang tak kalah dari dua sebelumnya
ialah perspektif politik.

Keberpihakan negara yang dimanifestasikan melalui kebijakan
yang dilahirkan masih berada di ruang abu-abu. Hal tersebut terlihat
dari menyusutnya ruang-ruang kebebasan beragama dan berkeyakinan
pascareformasi 1998 serta cara negara bersikap kepada kelompok-
kelompok kepercayaan minoritas yang masih dalam minim perhatian.

Buku ini bukan sekadar pengantar untuk memahami bagaimana
kebebasan beragama dan berkeyakinan semestinya, namun lebih dari
itu. Para penulis yang memiliki perhatian besar terhadap laju hak asasi
manusia di Indonesia mendedikasikan cara pandang terbaiknya dalam
menyuguhkan kebaruan ide dan gagasan.

Penerbit Intrans Publishing mengapresiasi terbitnya buku ini
sebagai bagian dari mengambil peran dalam menyebarluaskan
kesegaran gagasan di ranah akademik dan ilmu pengetahuan.

Selamat membaca! Mari, rebut perubahan dengan membaca!
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Pengantar
Donna Arzt membagi tiga jenis kejahatan terkait kebebasan

beragama atau berkeyakinan. Pertama adalah kejahatan yang dilakukan
langsung oleh negara dalam bentuk penetapan regulasi, putusan
pengadilan, maupun kebijakan diskriminatif terhadap individu atau
kelompok tertentu. Kejahatan kedua adalah penggunaan regulasi,
kebijakan negara maupun putusan pengadilan oleh kelompok-
kelompok radikal untuk memperkusi individu atau kelompok
tertentu. Kejahatan ketiga adalah gabungan di antara keduanya yakni
negara dan kelompok radikal di masyarakat bersama-sama melakukan
tindak kejahatan terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan.
Tulisan ini menggunakan argumentasi Arzt tersebut sebagai model
atau kerangka berfikir dalam menganalisis kejahatan terkait kebebasan
beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Dengan menggunakan ketiga
jenis model tersebut, tulisan ini akan fokus pada dua hal. Pertama,
mengkaji jenis-jenis kebijakan negara yang termasuk ke dalam
kejahatan negara. Kedua, dalam hal apa kebijakan-kebijakan negara
tersebut dijadikan justifikasi oleh individu atau kelompok tertentu
untuk melakukan kejahatan terhadap individu atau kelompok tertentu.

Identifikasi Model Kejahatan
Terkait Kebebasan Beragama

atau Berkeyakinan di Indonesia

Dina Tsalist Wildana

Bab 3
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KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN DI INDONESIA 73

fatwa MUI tidak hanya sangat berpotensi mengkriminalkan agama
minoritas tetapi juga memicu mayoritas untuk menganiaya mereka.

Kasus-kasus di atas juga menunjukkan bahwa konflik di kalangan
umat Islam adalah tentang siapa yang mewakili otoritas agama untuk
menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, dan siapa yang
paling setia dengan ajaran dan nilai-nilai agama.66 Semua percaya dalam
Islam berpendapat bahwa agama mereka adalah yang paling otoritatif,
tetapi ketika didukung oleh ranah politik, interpretasi otoritatif
umumnya bersandar pada kelompok mayoritas.  Penganiayaan
terhadap minoritas aliran dalam Islam menyiratkan bahwa minoritas
berada di sisi yang salah karena mayoritas memiliki kekuatan untuk
menegaskan bahwa Islam nonarus utama adalah menyimpang atau
bahkan kelompok murtad. Misalnya, forum internum Syiah yang
meyakini bahwa para sahabat Nabi termasuk tiga khalifah pertama
adalah perampas kekuasaan politik yang seharusnya jatuh ke tangan
Ali, disoroti oleh mayoritas Sunni untuk mengaitkan Syiah sebagai ajaran
sesat atau bahkan murtad.67 Sebaliknya, dalam situasi ketika Syiah
menjadi mayoritas, Sunni juga sering didiskriminasi sebagai kelompok
Islam nonarus utama, dan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua.
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